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ABSTRAK

Syarifl Nur, Perlindungan hukum bagi tenaga Keschaltan dalam  penanganan
covidl® di RSUD DIAFAR HARUN Kolaka Utara menurul Undang Undang
Keschatan.

(Dibimbing Oleh Abdul Razak dan Slamet Sampurno)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum hagi
tenaga keschatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD Djafar Harun Kolaka
Utara menurut Undang-Undang Kesehatan dan untuk mengidentfikazi kendala
yang dihadapi oleh tenaga kesehatan dalam menangani pasien Covid-19 di rumah
sitkit.

Penelitan im1 merupakan penelittan hukum empins dengan menggunakan data
lapangan sebagai fokus utama dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber
data, yang dilakukan di RSUD H.M. Djafar Harun Kolaka Utara. Sumber data
dalam penelitian ini terdiri dan data primer hasil wawancara dan data sekunder
berupa peraturan perondang-undangan, jurmal, dan buku, dianalisis  secara
kualitatif dengan analisis isi deskriprif,

Hasil penelinan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bag tenaga keschatan
dalam penanganan Covid-19 di RSUD Djafar Harun Kolaka Utara diatur dalam
berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 36
Tahun 20014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Pada musa pandemi, pemenntah mengeluarkan kebijukan
khusus seperti pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan
yang terlibat langsung dalam penanganan pasien Covid-19 berdasarkan Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor HEK.OLO7T/MENKES/2T8/2020 serta mengalokasikan
Dana Alokasi Khosus (IDAK) hidang kesehatan unluk penanganan Covid-19
melalui Keputusan Mentenn Keschatan Nomor HE.OLO7/MENKES/215/2020).
Beberapa kendala yang dihadapi oleh tenaga keschatan di RSUD Djafar Harun
Kolaka Utara dalam menangani pasien Covid-19 antara lain minimnya alat
pelindung diri (APD) yang memadai, terbatasnya sosialisasi protokol Covid-19,
regulasi yvang sering berubah, serta terbatasnya ketersedinan laboratorium dan obat
untuk penanganan Covid-19. Data menunjukkan peningkatan tajam jumiah tenaga
keschatan yang tennfeks: Covid-19 dan tahun 2020 ke tahun 2021, diduga karena
kendala tersebui.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kesehatan, Covid-19, Rumah Sakit.

Penanganan.
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ABSTRACT

Syaril Nur, Legal Protection For Health Workers In Handling Covid-19 at Dyjafar
Harun Hospatal, North Kolaka According to The Health Law, (Supervised by
Abdul Razak and Slamet Sampurno)

The purpose of this study is to analvze the forms of legal protection for health
workers in handling Covid-19 at Djafar Harun Hospital, North Kolaka, according
tr the Health Law, and to identify the constraints faced by health workers in
treating Covid-19 patients at the hospital.

This research is empirical legal research using feld data as the man focus and
legislation as the data source, conducted at HM Djafar Harun Hospital, North
Kolaka. The data sources in this study consist of primary data from interviews and
secondary data in the form of regulations, journals, and books, analyzed
gualitatively with descnptive content analysis.

The study results indicate that legul protection for health workers in handling
Covid-19 at Djafar Harun Hospital, North Kolaka, is regulated by various laws
such as Law No. 36 of 2014 on Health Workers, Law No. 44 of 2009 on
Hospitals, and Law Moo 13 of 2003 on Employment. [During the pandemic, the
sovernment issued specific policies such as providing incentives and death
benefits for health workers directly involved in treating Covid-19 patients based
on Minister of Health Decree No, HEK.OLO7VMENKES/278/2020 and allocated
Special Allocation Funds (DAK) in the health sector for Covid-19 handling
through Minister of Health Decree No. HK.01.07/MENKES/215/2020. Some
constraints faced by health workers at Djafar Harun Hospital, North Kolaka, in
handling Covid-19 patents include the lack of adequate personal protective
cquipment (PPE), limited dissemination of Covid-19 protocols, frequently
changing regulations, and limited laboratory and medication availability for
Covid-19 treatment. Data shows a sharp increase in the number of health workers
infected with Covid-19 from 2020 10 2021, presumably due 1o these constraints,
Keywaords: Legal Projection, Healthcare Workers, Covid-19, Hospital, Hardling.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corona virus disease atau lebih dikenal dengan Covid-19
merupakan jenis wabah penyakit menular. Berdasarkan Pasal 1 huruf a
Undang-Undang Momor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
mengatur bahwa Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut
wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam
masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi
dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat
menimbulkan malapetaka. Penularan Covid-19 ini sudah berkategon
wabah mengingat penularan sangat cepat dan dengan jumiah penderita
semakin meningkat pada waktu dan daerah tertentu.’

Wabah Covid-19 merupakan isu penting dalam 2 tahun terakhir
karena telah menjadi pusat perhatian masyarakat dunia. Pada awal tahun
2020 sampai pada pertengahan tahun 2021, jumlah pasien terkonfirmasi
positif selalu meningkat, tidak hanya yang terjangkit positif tetapi juga
jumlah kematian semakin meningkat karena virus tersebut.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 sampai saat ini
belum juga usai, hampir di semua seklor, baik kesehatan, ekonomi,

pariwisata maupun tatanan sosial masyarakat terdampak. Diansir dari

' Yessi Rahmawati2021. Perindungan Hukum Dokter dalam Melakukan
Tindakan Medik pada Masa Pandemi.Scopindo Media Pustaka, Surabaya. Hal. 17
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Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

laman website resmi Satgas Penanganan Covid-19 di Indonesia (03-03-
2021), jumlah pasien Covid-19 di Indonesia mencapai 1.352.834 pasien
terkonfirmasi positif dengan pasien sembuh 1.169.916 dan kasus pasien
meninggal sebanyak 36.721. Virus tersebut mengakibatkan kelumpuhan
diberbagi sektor baik perdangan, perindustrian, pemernntahan dan
dampak pada pelayanan kesehatan yang juga dirasakan oleh tenaga
kesehatan ®

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumiah pasien
terkonfirmasi positif virus corona sangat banyak, untuk negara dengan
kasus Covid-19 tertinggi yaitu Amerika Serikat dengan 41.206.672 kasus
positif. Selanjutnya disusul oleh Negara India dan Brasil yang menempati
posisi kedua dan ketiga *

Virus ini telah banyak mengakibatkan korban sampai pada
meninggal dunia, adapun cara menularnya melalui udara. Penyebaran
Covid-19 begitu sangat agresif sehingga sangat dibutuhkan tenaga
kesehatan yang merupakan garda depan berhadapan langsung dengan
pasien yang terjangkit Covid-19.

Salah satu tenaga kesehatan vaitu tenaga medis. Tenaga medis
yaitu dokter sebagai lini depan yang setiap hari merawat pasien Cavid-19
dengan risiko sangat tinggi terhadap penularan virus tersebut, namun

dalam praktiknya perlindungan hukum bagi para tenaga kesehatan sering

* Ibid.
Murvanti. 2021. htipsdiwww . ribunnews.com/corona/2021/10721 findonesia-
penngkat-ke-2 3-kasus-harian-corona-di-dunia-21-oktober-2021 -tambah-633-kasus-
positif. Diakses pada tanggal 01 Desamber 2021.
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terabaikan, seolah masyarakat apatis dan beropini bahwa itu sudah
sebagai tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga medis.

Dokter sebagai salah satu tenaga kesehatan memiliki tugas dan
tanggung jawab dalam penanganan pasien Covid-19, adakalanya harus
mengorbankan nyawanya sendiri demi melindungi masyarakat dari
penyebaran virus tersebut.

Penanganan terhadap pasien yang terindikasi wvirus corona
dilakukan atas peran tenaga kesehatan, hal tersebut diatur dalam pasal 1
angka 1 Undang-Undang MNomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan mengatur bahwa, "tenaga kesehatan adalah setiap pihak yang
memiliki Keterampilan dan pengetahuan di bidang kesehatan serta
berperan dalam kegiatan apapun di bidang kesehatan” *

Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam
penanganan virus corona, namun pekerjaan tersebut tidaklah mudah,
dengan jumlah pasien yang selalu meningkat per harinya, mereka harus
terus bekerja bahkan beberapa di antara mereka harus bekerja di luar jam
kerja yang telah ditentukan oleh Undang- Undang (melebihi delapan jam
per hari). Hal ini harus menad perhatian, khususnya oleh pemerintah
bahwa tenaga kesehatan baik dokter, perawat maupun tenaga

administrasi rumah sakit harus mendapat perlindungan hukum 2

* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tenaga
B.esahatan

: Philipus M.Hadjon. 2008. Djamali, R Abdoel dan Tedjapermana, Lenawati.
Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien. Jakara: GV
Abardin,

14
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Tenaga kesehatan rela mengabdikan dirinya dalam melayani
kesehatan masyarakat dan mengorbankan nyawa dan keluarganya demi
menanggulang: penyebaran Covid-19. Profesi tenaga kesehatan
merupakan sebuah profesi yang sangat mulia dan profesi tersebut
semakin terwujud di tengah krisis pandemi Covid-13. Perlindungan hukum
bag para tenaga kesehatan sering terabaikan, seclah mayarakat beropini
bahwa itu sudah tugas dan tanggung jawab sebagal tenaga medis.

Perlindungan hukum tentunya tidak bisa dilepaskan dari hak dan
kewajiban. Tidak terlindunginya tenaga kesehatan, dalam hal ini profesi
dokter sebagai tenaga medis, di saat dokter tidak mendapatkan haknya
atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasien vyang tidak
melaksanakan kewajibannya.

Pelanggaran terhadap hak dokter terkait dengan pelayanan pasien
Covid-19 yang sering terjadi adalah pasien tidak memberikan informasi
secara jujur terhadap kondisinya sebagai pasien, sehingga semakin rawan
penularan virus Covid-19 yang memberikan dampak efek domino baik
pada dokter, paramedis, pasien lain dan bahkan keluarganya.
Pelanggaran ini |elas bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 huruf c
Undang- Undang MNomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek kedokteran
bahwa dokter berhak memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari

pasien atau keluarganya.®

" Cecep Triwibowo. 2014. Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika,Jogjakarta,
Hal1&
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Pasal 7 ayat (2) huruf {a) Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien mewajibkan
Pasien dan keluarganya untuk memberikan informasi yang benar, jelas,
lengkap dan jujur. Sikap saling menghargai dan memanusiakan manusia
melalui transparansi adalah nilai terdepan yang harus diterapkan bersama
di masa pandemi seperti sekarang ini.

Berkenaan dengan hal tersebut, tenaga kesehatan seringkali
mendapat perlakuan yang tidak kooperatif dari masyarakat. Menurut data
sementara peneliti, terdapat 46 tenaga kesehatan pada RS H.M Djafar
Harun Kolaka Utara dinyatakan positif Covid-19. Hal tersebut disebabkan
karena pasien tidak jujur saat dilakukan tes massal dan ditanya mengenai
riwayat penyakit,. Bahkan, tak jarang pihak keluarga pasien pun
berbohong ketika ditanyai riwayat perjalanan. Hal ini jelas bertentangan
dengan hak tenaga kesehatan untuk memperaleh informasi yang lengkap
dan benar dari penerma pelayanan kesehatan atau keluarganya
sebagaimana ketentuan Pasal 57 huruf b Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.”

Dokter sebagai tenaga kesehatan profesional tidak hanya memiliki
kewajiban profesional didasarkan kode etiknya yang harus dipenuhi, tetapi
sebagai subyek hukum, dokter juga memilik hak dan kewajiban yang

timbul dari hubungan hukum dalam pelaksanakan profesinya.

" Pasal 57 huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesahatan
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Pasal 16 Kode Etik Kedokteran Indornesia mewajibkan kepada
Dokter untuk senantiasa memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja
dengan baik. Mamun seringkali, beban kerja Dokter terlalu berlebih
sehingga kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
Beban kerja dan waktu kerja, sebenarnya telah diatur di dalam Pasal 77
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang
membagi waktu kerja menjadi dua skema, yaitu: 7 jam 1 har dan 40 jam 1
minggu untuk B hari kerja dalam 1 minggu atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1
minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.”

Namun, ketentuan ini sulit diterapkan bagi Dokter karena seringkali
Dokter menghadapi kewajiban hukum yang tidak dapat dihindarinya ketika
mengemban profesinya. Misalnya, seorang dokter menerma panggilan
emergency di luar wakiu kerja (kewajiban hukum berdasarkan Pasal 531
dan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Menyikapi hal ini, tentunya diperiukan kebijakan dar sarana
kesehatan untuk mengatur beban kerja dan waktu kerja bagi Dokter agar
tetap proporsional di masa kritis pandemi Covid 19. Dokter dalam
mengemban profesinya harus senantiasa sesual dengan ukuran medis
yang terdiri dari ilmu medis dan pengalaman dalam bidang medis. Hal ini
selaras dengan pernyataan Profesor Leenen yang menyatakan bahwa,
"De medische sfandaard kan worden omschreven als op grond van

wefenschap en envaring aan gewezen wijze van medisch handelen in het

" J. Guwandi, 2010. Hukum Medik (Medical Law) Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia, Jakara. Hal.7

17

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

conncrete geval™ ("Suatu cara melakukan tindakan medis dalam suatu
kasus yang konkrit menurut suatu ukuran tertentu yang didasarkan pada
ilmu medis dan pengalaman™) ®

Berkaitan dengan profesi tenaga kesehatan dalam penanganan
Covid-19. berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak
tenaga kesehatan akibat pandemi Covid-19. Perlindungan hukum bagi
keselamatan kerja tenaga kesehatan nyans luput dan perhatian, padahal
sebagai garda terdepan penanganan pandemi Covid-19 memiliki resiko
kriminal dan kematian. Sebagai profesi yang menjadi garda terdepan
penanganan Covid-19, tenaga kesehatan sering kali tidak mendapatkan
hak-hak yang seharusnya terpenuhi, seperti halnya ketersediaan alat
pelindung diri (APD). Padahal, pemerintah juga harus memperhatikan
keselamatan tenaga kesehatan dalam menangani wabah Covid-19
dengan memenuhi ketersediaan APD. '

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Tenaga Kesehatan, profesi
tenaga kesehatan sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam
melaksanakan tugasnya, serta berhak atas keselamatan dan kesehatan
keria dalam memberikan pelayanan kesehatan. Namun saat pandemi
Covid-19 ini. banyak tenaga kesehatan yang harus mengorbankan
nyawanya unfuk menanggulangi penyebaran Covid-19 sampai terpapar

dan meninggal.

* Michel Daniel Mangkey, Perlindungan Hukum Terhadap Dokier Dalam

Memherilézan Pelayanan Medis, Lex et Societatis, Volume Il Nomor 8, 2014
- Ihid.

1%
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Tak hanya itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam
menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi para tenaga kesehatan
untuk menjalankan pekerjaannya. Qleh karenanya, Pemerintah Pusat dan
Pemerintan Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya. Hal ini diatur dan tertuang dalam Pasal 6 Peraturan
Pemerintan MNomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan
Kesehatan. Mengingat wabah penyebaran Covid-19 saat ini bertatus
bencana setelah dikeluarkannya SK Kepala BNPB Nomor 13 A Tahun
2020, maka seluruh jajaran pemerintah wajib menjalankan seluruh
kewajibannya sebagaimana datur dalam perundang-undangan yang
berlaku
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah bentuk perindungan hukum bag tenaga
kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Rumah Sakit Djafar
Harun Kolaka Utara menurut Undang-Undang Kesehatan 7

2. Apakah yang menjad faktor kendala bagi tenaga kesehatan
Rumah Sakit Djafar Harun Kolaka Utara dalam penanganan
pasien Cowvid-197

C. Tujuan Penelitian
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Tujuan yang ingin dicapal dalam penelitian ini adalabh sebagai
berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji bentuk perlindungan hukum
bagi tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Rumah
Sakit Djafar Harun Kolaka Utara menurut Undang-Undang
Kesehatan.

2. Untuk menganalisis dan mengkaji faktor kendala bagl tenaga
kesehatan Rumah 3Sakit Djafar Harun Kolaka Utara dalam
penanganan pasien Cowvid-19.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya
penulisan Tesis ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu;
1. Manfaat Khusus
Secara khusus penelitian digunakan untuk keperluan
pengembangan bidang keilmuan Hukum Kesehatan khususnya
dalam hal pengambilan kebijakan pemerintah dalam memberikan
perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam penanganan
dan pencegahan Covid-19.
2. Manfaat Umum
Secara umum penelitian ini digunakan untuk memberikan
pemikiran baru dalam memberikan perlindungan hukum bagi

tenaga kesehatan oleh pemerintah. Selain itu, dapat juga
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digunakan untuk pengembangan teori dan keilmuan hukum
kesehatan.
E. Orisinalitas Penelitian

1. Tesis yang ditulis oleh Theresia Louize Pesulima tahun 2020 yang
menguraikan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap
keselamatan kerja tenaga medis di masa pandemi Covid-19.
Persamaan jumal ini dengan penelian yang akan penulis buat
adalah objek yang diteliti sama yaitu tentang perindungan hukum
terhadap tenaga medis dan kesehatan di masa pandemi Covid-19.
Perbedaannya yaitu terletak pada perspektif yang digunakan. Jika
di dalam penelitian tersebut hanya menggunakan perspektif hukum
positif, panelitian yang akan penulis buat tidak hanya menggunakan
perspektif hukum positif tetapi juga menggunakan pendekatan teori
perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM).

2. Tesis yang ditulis oleh Andi Anugrah Pratama Panggabean,
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul tesis
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) Pada Masa
Pandemi Covid 19 Dalam Perspektif Keselamatan Dan Kesehatan
Kerja. Tesis ini ditulis pada tahun 2021. Dalam Penelitian ini, hanya
fokus pada bentuk perlindungan hukum bagi Makes yang terkena
Covid 19, sedangkan dalam penelitian |ebih mendetail dengan

meneliti faktor penyebab tidak terpenuhinya perlindungan hukum
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bagi Nakes yang terkena Covid 19 di RS .H.M Djafar Harun Kolaka
Utara.

Tesis yang ditulis oleh Ana Salmah, 2020, Universitas Islam Negen
Sunan Kalijaga, Yogyakarta vyang menjelaskan tentang
pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan
terhadap tenaga kerja d PT. Aneka Adhilogam Karya dalam
perspektif vyuridis serta apa hambatan dalam memberikan
perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga
kerja di PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten. Persamaan penelitian
ini dengan topik yang akan dibahas penulis adalah sama-sama
mengangkat tentang perlindungan  hukum  keselamatan dan
kesehatan kerja. Perbedaannya, objek penelitian ini adalah tenaga
kerja di PT. Aneka Adhilogam Karya yang terkena Covid-19,
sedangkan dalam penelitian ini, objek penelitian adalah tenaga

kesehatan RS H.M Djafar Harun Kolaka Utara.
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BAE Il
TINJAUAN PUSTAKA
A. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dikemukan oleh A. Mansyur Effendi adalah
“hak dasar mutlak, kudus, suci yang pemberian tuhan yang maha esa
yang dimiliki oleh setiap manusia serta menempel dan melekat untuk
selamanya”. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 menjamin  hak setiap warga MNegara Indonesia untuk
mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak hal ini terdapat
dalam Pasal 27 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk
berkerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan
layak dalam hubungan kerja "

Di Indonesia konsep hak asasi manusia secara tegas telah
diakui keberadaanya dalam UUD 1945 dan dilaksanakan oleh Negara
di dalam masyarakal.'* Hak asasi tenaga kesehatan dijamin untuk
kesehatan dan dijamin imbalan yang adil dalam UUD 1945 yang
merupakan hak konstitusional. Dalam kaitanya dengan pekerja atau
buruh perlindungan terhadap tenaga kerja kesehatan dimaksudkan
untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kesehatan dan menjamin

keselamatan karena tenaga Kesehatan adalah warga negara

' Ashri, M. (201B). Hak Asasi Manusia: Filosafi, Teari dan Instrumen Dasar.

Makassar: CV. Social Politic Genius.
"2 Dirjosisworo, S. (2002). Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia. Bandung:
FT Citra Aditya Bakt.
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Indonesia, teori ham ini digunakan untuk manjawab permasalahan
dalam penelitian ini.
B. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan serangkaian tindakan yang
harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa
aman kepada masyarakat Istilah “perlindungan hukum® terdiri dan
dua kata, yaitu "perlindungan” dan “hukum®. Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia, "perlindungan” berasal dan kata "lindung® yang
berarti "berada di balik sesuatu”. Sedangkan ‘hukum" adalah
peraturan yang disepakati, baik secara tertulis maupun tidak tertulis,
yang mengatur perilaku setiap anggota masyarakat. Dalam bahasa
Inggris, istilah "perlindungan® dikenal sebagai "protection”, yang
menurut Black's Law Dictionary berarti "tindakan melindungi". ™

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan
normatif yang berfokus pada norma-norma, bukan ilmu alam. Dalam
konteks Indonesia sebagai negara hukum, pemerintah  wajib
memberikan perlindungan hukum kepada semua warga negara.
Perlindungan hukum  berdasarkan Pancasila mencerminkan
pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat
kemanusiaan, yang didasarkan pada nilai-nilai musyawarah dan

keadilan sosial. Thomas Hobbes menyatakan bahwa hukum adalah

' Fariaman Laia, ‘Analisis Yuridis Terhadap Pedindungan Hukum Bagi Saksi
FPeradilan Pidana Di Indonesia’, Jurnal Panah Keadilan, 1.1 {2022), 24-39,

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

perintah-perintah dan individu-individu yang memiliki kekuasaan untuk
memerintah dan memaksakan perintah tersebut kepada orang lain. '

Untuk disebut sebagai perlindungan hukum, suatu tindakan
harus memenuhi beberapa unsur. Pertama, adanya pengayoman dari
pemerintah terhadap warganya. Kedua, jaminan kepastian hukum.
Ketiga, perlindungan tersebut harus berkaitan dengan hak-hak warga
negara. Berdasarkan unsur-unsur ini, kata “perlindungan’
mengandung makna tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh pihak
tertentu wuntuk melindungi pihak lainnya dengan menggunakan
berbagai metode. '

Fitzgerald, mengutip teori perindungan hukum dar Salmond,
menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan
mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam
proses pertukaran kepentingan ini, kepentingan pihak lain dapat
dibatasi oleh berbagai kepentingan untuk mewujudkannya. Hukum
memiliki kepentingan untuk menjaga hak dan kepentingan manusia,
sehingga hukum memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan
kepentingan manusia mana yang periu diawasi dan djlindungi.m

Perlindungan hukum harus memperhatikan semua tahapan

yang ftimbul dari ketentuan hukum dan segala peraturan undang-

"' Ranti Fadillah and others. 'Semangat Dan Konfribusi Hans Kelsen Dalam
Pengembangan |mu Hukum', Das Salien: Jurmal Kajan Konlemporer Hukum Dan
Masyarakal, 2.01 (2024).

' Gerardus Gegen and Afis Prio Agus Santasa, ‘Perindungan Hukum Tenaga
Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-18". QISTIE, 14.2 (2022), 25 38,

% Zellyna Puspita Ayu. 'Pedindungan Hukum Hak Tersangka Dalam Proses
Penyidikan Berdasarkan Perspektil Hak Asasl Manusia' (Hukumn, 2022).
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undang yang disediakan oleh masyarakat Undang-undang pada
dasarnya adalah kesepakatan masyarakat yang dirancang untuk
mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat serta
hubungan individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili
kepentingan masyarakat."”

Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum ftidak hanya
berfungsi sebagai alat untuk menjaga keteriiban dan keamanan, tetapi
juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara
terlindungi. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar
untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan
hukum yang layak. Hal ini melibatkan penegakan peraturan dan
undang-undang yang adil dan merata, serta memberikan kepastian
hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum juga harus mampu menyesuaikan diri
dengan dinamika sosial yang terus berkembang.'® Hal ini berarti
bahwa peraturan dan undang-undang harus selalu diperbarui agar
tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perlindungan
hukum harus bersifat inklusif, menjangkau semua lapisan masyarakat
tanpa terkecuali, dan tidak boleh ada diskriminasi  dalam

penegakannya.

' asrul Aswar and Resdianto Willem, ‘Penerapan Undang-Undang Perdindungan
Konsumen Namor 8 Tahun 1228 Dalam Memberikan Pedindungan Hukum Yang Adil
Bagi Konsumen'. Alauddin Law Development Journal, 5.1 (2023), 11-23.

o Yuyut Prayuti, 'Dinamika Pedindungan Hukum Konsumen Di Era Digital:
Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di
Indonesia’, Jurmal Infarpratas Hukum, 5.1 (2024), 903-13.
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Secara keseluruhan, perlindungan hukum adalah  elemen
krusial dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.
Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif, masyarakat dapat
merasa aman dan terlindungi, serta memiliki kepercayaan terhadap
sistem hukum wang berlaku. Ini pada gilirannya akan menciptakan
lingkungan yang kondusif bag pembangunan sosial dan ekonomi,
serta memperkuat ikatan sosial di antara anggota masyarakat.
Perlindungan hukum yang baik juga merupakan cerminan dan
komitmen pemerintah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi
manusia dan keadilan sosial.

Dengan hadimya hukum dalam kehidupan bermasyarakat,
berguna wuntuk  mengintegrasikan dan  mengkoordinasikan
kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama
lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga
benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.
Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI
adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat,
yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-
undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup

masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu,
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keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam
pengadilan, atau vonis.'®
Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran
dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan
suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
Adapun pendapat yang dkutip dari beberapa ahli mengenai
perlindungan hukum sebagai berikut :
a. Menurut Satjito Rahardjo

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan
individu melalui alokasi kekuasaan yang diakui sebagai hak asasi
manusia (HAM) kepada orang tersebut, sehingga memungkinkan
mereka bertindak demi kepentingan mereka sendiri. Pemikiran ini
menyoroti pentingnya peran hukum dalam menjamin hak-hak dasar
setiap individu, serta memberikan mereka kekuatan untuk melindungi
dan memperjuangkan kepentingan pribadi dalam kerangka hukum
yang adil dan berimbang.*”

Perlindungan hukum, menurut pandangan ini, bukan sekadar
tindakan pasif dari negara atau aparat penegak hukum, melainkan
merupakan pemberian hak aktif kepada individu. Dengan kata lain,
individu diberikan kekuasaan legal untuk mengambil tindakan tertentu

yang sah secara hukum dalam rangka melindungi hak dan

" Tim peryusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1581) Hal 585

' \rwan Safaruddin Harghap. 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Kerban
Kejahatan Seksual Delam Perspektf Hukum Progresif, Jumnal Media Hokem, 231
(2018).
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kepentingan mereka. Ini mencakup berbagai hak, seperti hak untuk
mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, hak untuk
mendapatkan keadilan dalam sistem peradilan, serta hak untuk
memperoleh bantuan hukum jika diperlukan.

Pemberian hak dan kekuasaan ini penting karena tanpa adanya
pengakuan dan perlindungan hukum, individu tidak memiliki sarana
untuk melindungi dirl mereka sendiri dari berbagal bentuk pelanggaran
hak. Misalnya, dalam konteks kriminal, perlindungan hukum berarti
individu memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan kriminal, serta hak
untuk mendapatkan pengadilan yang adil jika menjadi korban
kejahatan. Begitu pula dalam konteks perdata, perlindungan hukum
memastikan bahwa hak-hak pribadi, seperti hak atas properti dan
kebebasan berpendapat, dhormati dan dilindunagi.

Selain itu, perlindungan hukum juga memainkan peran penting
dalam menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum adalah
kondisi di mana individu memiliki kejelasan mengenai hak dan
kewajiban mereka, serta prosedur yang harus diikuti untuk melindungi
hak-hak tersebut. Hal ini memberikan rasa aman dan stabilitas dalam
kehidupan sehari-hari, karena individu tahu bahwa hak-hak mereka
diakui dan dapat ditegakkan melalui sistem hukum yang berlaku,

Satjipto Rahardjo juga menekankan bahwa perlindungan hukum
harus bersifat inklusif, mencakup semua lapisan masyarakat tanpa

diskriminasi. Ini berarti bahwa sisterm hukum harus dirancang
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sedemikian rupa agar dapat diakses oleh setiap individu, termasuk
kelompok-kelompok yang rentan atau terpinggirkan. Upaya untuk
mengatasi hambatan-hambatan akses terhadap perlindungan hukum,
seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan hukum, dan diskriminasi,
sangat penting untuk mewujudkan keadilan yang sejati.

b. Menurut Setiono

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi
masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang
tidak sesua dengan aturan hukum. Perlindungan hukum bertujuan
untuk  mewujudkan keteriban dan ketentraman, sehingga
memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai
manusia. Pemikiran ini menekankan bahwa hukum harus berfungsi
sebagal pelindung hak-hak individu dan penegak keadilan, terutama
dalam menghadapi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak
yang berwenang.®’

Konsep perlindungan hukum ini berangkat dari premis bahwa
kekuasaan, jika tidak dikontrol dan diawasi, cenderung
disalahgunakan. 3ejarah banyak mencatat bagaimana kekuasaan
yang tidak dibatasi oleh hukum dapat mengarah pada tirani dan
pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum berperan
sebagal mekanisme kontrol terhadap kekuasaan, memastikan bahwa

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penguasa sesua dengan

"' Theresia Louize Pesulima and Yosia Hetharie, 'Perlindungan Hukum Terhadap
Keselamatan Kerfa Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19°, Sasi 26.2
(2020), 280-85.
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aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, perindungan hukum
menjadi esensial untuk menjaga keadilan dan melindungi masyarakat
dari tindakan sewenang-wenang.

Perlindungan hukum, menurut Setiono. juga sangat penting untuk
menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Ketika
masyarakat merasa dilindungi oleh hukum dan yakin bahwa hak-hak
mereka dihormati, mereka cenderung hidup dalam ketentraman dan
rasa aman. Sebaliknya, ketika ada ketidakpastian hukum atau adanya
ancaman tindakan sewenang-wenang dar penguasa, masyarakat
akan hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian, yang pada akhirnya
merusak tatanan sosial dan menghambat perkembangan manusia
secara holistik.

Lebih lanjut, perlindungan hukum memungkinkan individu untuk
menikmati martabatnya sebagai manusia. Martabat manusia adalah
konsep fundamental yang menekankan bahwa setiap individu memiliki
nilai intrinsik dan harus diperlakukan dengan hormat dan adl. Dengan
adanya perlindungan hukum, setiap individu dapat merasa bahwa
mereka diperlakukan secara adl dan hak-hak mereka dihormati. Hal
ini menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat berkembang
dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

Perlindungan hukum yang dimaksud oleh setiono juga mencakup
perlindungan dar segala bentuk diskriminasi dan penyalahgunaan

kekuasaan. Ini berart bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua

il
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arang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang
lainnya. Perlindungan hukum harus bersifat inklusif dan tidak boleh
ada diskriminasi dalam penerapannya. Ini adalah prinsip dasar dari
keadilan dan rule of law yang harus dipegang teguh oleh setiap
negara yang mengaku sebagai negara hukum.

Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, ada beberapa
hal yang perlu diperhatikan. Pertama. undang-undang dan peraturan
harus dirancang dengan jelas dan adil, mencerminkan nilai-nilai
keadilan dan hak asasi manusia. Kedua, aparat penegak hukum harus
bertindak secara profesional dan berintegritas dalam menjalankan
tugasnya. Mereka harus memastikan bahwa hukum diterapkan secara
adil dan tanpa memihak. Ketiga, ada mekanisme yang transparan dan
akuntabel untuk mengawasi dan mengevaluasi tindakan aparat
penegak hukum dan penguasa, sehingga setiap penyalahgunaan
kekuasaan dapat diidentifikasi dan ditindak dengan cepat dan tegas.

Selain itu, kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga perlu
ditingkatkan. Masyarakat harus diberikan pendidikan hukum yang
memadai agar mereka memahami hak-hak mereka dan cara
meneqakkannya. Ini akan membuat masyarakat lebih berdaya dalam
melindungi diri mereka sendiri dari tindakan sewenang-wenang dan
penyalahgunaan kekuasaan. Lembaga-lembaga non-pemerintah dan
organisasi masyarakat sipil dapat berperan penting dalam

memberkan pendidikan hukum dan advokasi bagi masyarakat.
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Secara keseluruhan, pandangan Setiono tentang perlindungan
hukum menekankan pentingnya hukum sebagai pelindung masyarakat
dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa. Hukum harus
berfungsi untuk memastikan keadilan, ketertiban, dan ketentraman
dalam masyarakat, serta memungkinkan individu untuk menikmati
martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian, perlindungan
hukum adalah fondasi penting bagi pembangunan masyarakat yang
adil, demokratis, dan beradab.

¢ Menurut Muchsin

Menurut Muchsin, perindungan hukum adalah upaya untuk
melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai
atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan, dengan
tujuan menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial antar manusia.
Konsep ini menekankan pentingnya harmoni antara nilai-nilai moral
dan norma hukum dalam masyarakal, serta bagaimana keduanya
diterapkan dalam kehidupan sehari-har untuk menjaga ketertiban dan
keadilan.*

Perlindungan hukum, dalam pandangan Muchsin, tidak hanya
berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga mencakup nilai-nilai
sosial dan etika yang dianut oleh masyarakat Nilai-nilai ini, yang
tercermin dalam kaidah-kaidah sosial dan hukum, harus diselaraskan

dalam tindakan dan perilaku individu untuk menciptakan ketertiban

“ Andi Purnawati and Irmawaty Ambo, ‘Perindungan Hukum Terhadap Satwa
Langka Dalam Sisitim Hukum Pidana Indonesia’, Maleo Law Joumal, 4.1 (2020}, 56-68.
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sosial. Ketika nilai-nilai moral dan hukum  ini beralan  seiring,
masyarakat akan merasakan adanya perlindungan yang menyeluruh,
baik dari segi hukum maupun sosial.

Kaidah-kaidah atau norma-norma yang dimaksud adalah aturan-
aturan yang telah diinternalisasi dalam budaya dan sistem hukum
masyarakat. Kaidah-kaidah ini mencakup aturan-aturan formal seperti
undang-undang dan peraturan, serta norma-norma informal seperti
adat istiadat, tradisi, dan nilai-nilai moral yang dihormati dalam
masyarakat. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa
norma-norma  ini diikuti dan dihormati oleh semua anggota
masyarakat, sehingga tercipta kehidupan sosial yang tertib dan
harmonis.

Perlindungan hukum juga mencakup pengawasan terhadap
pelaksanaan kaidah-kaidah tersebut. Pemerintah dan aparat penegak
hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum
diterapkan secara konsisten dan adil. Ini termasuk tindakan preventif
untuk mencegah pelanggaran hukum dan tindakan korektif untuk
menangani pelanggaran yang terjadi. Dalam konteks ini, perlindungan
hukum berfungsi sebagal mekanisme untuk menjaga agar nilai-nilai
dan kaidah-kaidah yang disepakati bersama tetap dihormati dan
ditaati oleh semua pihak.

Selain itu, Muchsin menekankan pentingnya sikap dan tindakan

individu dalam menciptakan ketertiban sosial. Setiap individu harus
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memiliki kesadaran hukum dan moral yang tinggi, serta berperilaku
sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Dengan
demikian, perlindungan hukum bukan hanya tanggung jawab
pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab
setiap individu dalam masyarakat. Ketika setiap orang berperilaku
sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan, akan tercipta
lingkungan yang tertib dan harmonis.

Perlindungan hukum juga berperan dalam menyelesaikan konflik
yang terjadi dalam masyarakat. Konflik adalah bagian tak terpisahkan
dari kehidupan sosial, namun harus diselesaikan secara adil dan
sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Hukum menyediakan
mekanisme penyelesaian Kkonflik yang damai dan berkeadilan,
sehingga kepentingan semua pihak dapat dlindungi dan ketertiban
sosial dapat terjaga.

Untuk mencapai perlindungan hukum yang efeklif, perlu adanya
kerja sama antara berbagai elemen masyarakat. Pemerintah, aparat
penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil,
dan individu semuanya memiliki peran penting dalam memastikan
bahwa nilai-nilai dan kaidah-kaidah dihormati dan diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari. Pendidikan hukum dan moral harus
ditanamkan sejak dini, agar generasi muda memahami pentingnya

hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat.
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Secara keseluruhan, pandangan Muchsin tentang perlindungan
hukum menekankan pentingnya keselarasan antara nilai-nilai maoral,
kaidah-kaidah sosial, dan norma hukum dalam menciptakan ketertiban
sosial. Perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme
untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai upaya untuk
membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Dengan
memastikan bahwa setiap individu memahami dan menghormati nilai-
nilai dan kaidah-kaidah yang beraku, perlindungan hukum dapat
menciptakan lingkungan sosial yang aman, tertib, dan menghormati
martabat manusia.

d. Menurut Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum selalu berkaitan erat dengan kekuasaan, yang
dapat dibag menjadi dua jenis: kekuasaan pemerintah dan kekuasaan
ekonomi. Dalam konteks kekuasaan pemerintah, perlindungan hukum
adalah upaya untuk melindungi rakyat dari tindakan sewenang-
wenang pemerintah. Sedangkan dalam konteks kekuasaan ekonomi,
perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi pihak yang lemah
secara ekonomi dari dominasi pihak yang kuat, misalnya perlindungan
bagi pekerja terhadap pengusaha.™

Perlindungan hukum dalam hubungan dengan kekuasaan

pemerintah berkaitan dengan bagaimana hukum berfungsi sebagai

** Kornelis Bediona and others, 'Analisis Teori Perindungan Hukum Menurut
Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberiam Hukuman Kebiri Terhadap
Felaku Kejahatan Seksual’, Das Sollen: Jumal Kajian Kontemporer Hukum Dan
Masyarakat, 2.01 {2024).
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mekanisme kontrol terhadap tindakan pemerintab. Pemerintah,
sebagai entitas yang memiliki wewenang untuk membuat dan
menegakkan hukum, memiliki potensi untuk menyalahgunakan
kekuasaannya. Qleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang
efektil untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan pemerintah tidak
melanggar hak-hak warga negara. Hal ini mencakup berbagai aspek,
seperti kebebasan berekspresi, hak atas keadilan, dan hak untuk
mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminatif.

Salah satu cara untuk mencapai perlindungan hukum ini adalah
melalui sistem checks and balances yang kuat, di mana kekuasaan
pemerintah  diawasi oleh lembaga-lembaga independen seperti
lembaga peradilan, ombudsman, dan komisi hak asasi manusia.
Selain itu, hukum harus memberikan mekanisme bagi warga negara
untuk mengajukan gugatan terhadap tindakan pemerintah yang
dianggap melanggar hak mereka. Dalam hal ini, peran pengadilan
menjadi sangat penting sebagai benteng terakhir bagi perlindungan
hak-hak individu.

Dalam konteks kekuasaan ekonomi, perlindungan hukum ditujukan
untuk melindungi pihak yang lemah, seperti pekerja, konsumen, dan
usaha kecil, dari eksploitasi oleh pihak yang kuat secara ekonomi,
seperti pengusaha besar dan korporasi. Hubungan Kerja antara
pekerja dan pengusaha seringkali bersifat tidak seimbang, di mana

pengusaha memiliki lebih banyak kekuasaan dan sumber daya
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dibandingkan dengan pekerja. Oleh karena itu, diperlukan regulasi
yang melindungi hak-hak pekerja, seperti hak atas upah yang adil,
kondisi kerja yang aman, dan perlindungan dari pemecatan yang tidak
adil.

Perlindungan hukum bag pekerna dapat diwujudkan melalui
berbagal cara, termasuk undang-undang ketenagakerjaan yang
mengatur hak-hak dasar pekerja, serikat pekerja yang berfungsi untuk
memperjuangkan kepentingan pekerja, dan lembaga penyelesaian
sengketa yang adil. Contoh konkret darn perlindungan hukum ini
adalah ketentuan tentang upah minimum, jam kera, cuti, dan
perlindungan terhadap diskriminasi di tempat kerja.

Selain pekerja, konsumen juga perlu mendapatkan perindungan
hukum darn praktik-praktik bisnis yang merugikan, seperti penipuan,
iklan yang menyesatkan, dan produk wyang berbahaya. Hukum
perlindungan konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa
konsumen mendapatkan informasi yang benar dan lengkap tentang
produk yang mereka beli, serta mendapatkan ganti rugi jika terjadi
kerugian akibat produk yang cacal atau layanan yang buruk. Lembaga
perlindungan konsumen dan pengadilan khusus untuk sengketa
konsumen adalah contoh mekanisme yang dapat digunakan untuk
melindungi hak-hak konsumen.

Perlindungan hukum bag usaha kecil juga penting untuk

memastikan bahwa mereka dapat bersaing secara adil dengan usaha
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besar. Pemerintah dapat memberikan berbagai bentuk dukungan,
seperti akses ke pembiayaan, pelatihan, dan perlindungan dari praktik
monopoll dan persaingan tidak sehat Undang-undang antitrust dan
kebijakan persaingan yang adil adalah instrumen penting dalam
menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis.

Secara keseluruhan, pandangan Philipus M. Hadjon tentang
perlindungan hukum menekankan pentingnya peran hukum dalam
mengatasi ketimpangan kekuasaan, baik dalam konteks politik
maupun ekonomi. Perlindungan hukum berfungsi untuk memastikan
bahwa kekuasaan, baik itu kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan
ekonomi, tidak digunakan untuk menindas atau mengeksploitasi pihak
yang lemah. Dengan demikian, hukum harus dirancang dan
diterapkan sedemikian rupa agar dapat memberikan keadilan dan
kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat, serta menciptakan
lingkungan sosial dan ekonomi yang harmonis dan berkeadilan.*

Pada dasarmya perlindungan hukum tidak membedakan
terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum
berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum
terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum
tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi

manusia dalam wujudnya sebagal makhluk individu dan makhluk

* Asr Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta. Sinar
Grafika, 2003, him 10.
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sosial dalam wadah negara kesatuan vyang menjunjung tingg
semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum
yang dinyatakan oleh O. Motohamidjojo, Hukum ialah keseluruhan
peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya beersifat
memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta
antara negara yang berorentasi pada dua asas, yaitu keadilan dan
daya guna, demi tata dan damai dalam masyrakat *

Menurut Mahadi, pengertian hukum adalah seperangkat norma
yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono
Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat darn delapan arti,
yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapetugas,
hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistern kaidah,
hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum
dalam arti ilmu hukum, hukumn dalam arti disiplin hukum.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para
ahli hukum, yang pada dasamya memberikan suatu batasan yang
hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah
laku manusia *®

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal
dari kata lindung wyang memiliki arti mengayomi, mencegah,

mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti

= Syamsul Asifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan;Medan area University
Press.2012,Hal 5-6.
¥ |bid. Syamsul Arifin
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konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara
umum, perindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang
berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda
atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna
pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang
lebih lemah, Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan
perlidungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan
pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum pengertian perlindungan hukum adalah
segala daya upaya yang di |lakukan secara sadar cleh setiap orang
maupun fembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan
pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesehjahteraan hidup
sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam
Undang-undang Momor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.™

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan
terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum
berdasarkan pancasila haruslah memberikan periindungan hukum
terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum
tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi
manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk
sosial dalam wadah negara kesatuan vang menjunjung tingg

semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

" http://tesishukum.com/pengerian-perindungan-hukum/ di akses pada tanggal
B Fabruarn 2022
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Menurut . La Porta dalam Jurnal of Financial Econormics,
bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki
dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman
(sanction). Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan
(prohibited) yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang
di maksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan,

Adapun tujuan serta cara pelaksanananya antara lain sebagal

berikut :
1. Membuat peraturan yang bertujuan untuk :

a. Memberikan hak dan kewajiban

b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum

2. Menegakkan peraturan melalui ;

a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah
terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan
pengawasan.

b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menangqulangi setiap
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan
cara mengenakan sanksi hukum berupa sansksi pidana dan
hukurman.

¢c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan

membayar kompensasi atau ganti kerugian.*®

' wWahyuy Sasongko, Ketentuan-ketentuan pokok hukum  perindungan

konsurnan, Bandar lampung:Universitas lampung, 2007, hal. 31
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Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat
dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan
hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu
sebagai berikut:

1. Sarana perlindungan hukum preventif, pada perlindungan hukum
preventif ini, subyek hukum diberkan kesempatan untuk
mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu
keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya
adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum
preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang
didasarkan pada kebebasan bertindak Kkarena dengan adanya
perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk
bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan
pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus
mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana perlindungan hukum represf, perlindungan hukum yang
represif berfujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan
perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan
Administrasi d Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum
ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah
bertumpu dan bersumber dar konsep tentang pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut

sejarah darn barat, lahirmya konsep-konsep tentang pengakuan dan
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perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan

pemernntah. Prinsip kedua yang mendasar perlindungan hukum
terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

asasi manusia, pengakuan dan perindungan terhadap hak-hak

asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan

dengan tujuan dari negara hukum *

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat
Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan
perindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber
pada pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila.
Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan
perindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus
mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak
macam perindungan hukum. Dar sekian banyak jenis dan macam
perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer
dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap
konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam
Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya

mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen

¥ http:#/suduthukum.com/2015/09/perindungan-hukum.html. di akses 8 Februari
20
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dan konsumen. Prinsip perlindungan  hukum  terhadap tindakan
pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan
perindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah
dari barat, lahimya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada
pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan
pemerintah.™

Aspek dominan dalam konsep barat tertang hak asasi manusia
menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat
manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas
negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutiak sehingga
tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali
dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia
adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak
social dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecen- derungan
mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip  perlindungan  hukum  di
Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideology dan falsa-fah
negara. Konsepsi perlindungan Rechistaat dan Rule of The Law hukum
bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep. Dengan
menggunakan konsepsi Barat sebagail kerangka berfikir dengan landasan

pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip.

* philipus M. Hadjon, Perdindungan Bagi Rakyat di Indonesia, Bina limu,
Surabaya, 1987, hal 28,
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C. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab
adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa
boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukurmn,
tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang uniuk
melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.®’ Menurut hukum
tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan
searang tentang perbuatannya yang terkait dengan etika atau moral
dalam melakukan suatu perbuatan.® Menurut Titik, pertanggungjawaban
harus memiliki dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum
bag seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang
memunculkan kewajiban hukum orang lain  untuk  memberi
pertanggungjawabannya.

Hukum perdata membagi dua macam dasar pertanggungjawaban,
yaitu kesalahan dan risiko dan dikenal dengan pertanggungjawaban atas
dasar kesalahan (flability without based on faul) dan
pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (lilability without faulf)
yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak
(strick liabiliy).* Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan

mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia

" Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 16-17.

* Spekidjo Motoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta,
2010, hal &.

** Titik Triwulan dan Shinta Febrian, FPerdindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi
Fustaka, Jakarta, 2010, hal. 48.

* fhid., Titik Triwulan.
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melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip
tanggung jawab risike adalah bahwa konsumen penggugat tidak
diwajibkan lag melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab
sebagai risiko usahanya.

Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa teon tanggung jawab
dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa
teori, yaitu ;>

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum Yyang
dilakukan dengan sengaja (inferfional tort liability), tergugat harus
sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan
penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat
akan mengakibatkan kerugian.

2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum  yang
dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan
pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan
moral dan hukum yang sudah bercampur baur (inferminglend).

3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa
mempersoalkan kesalahan (stirck lability), didasarkan pada
perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya
meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas

kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

* Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahsan indonesia, Citra Aditya Bakti,
Jakarta, 2010, hal. 67.
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Perkembangan pertanggungjawaban korporasi di negara Common
Law seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada, sudah dimulai sejak
revolusi industri. Pengadilan di Inggris pada tahun 1842 menjatubhkan
hukuman denda pidana kepada salah  satuw  korporasi  karena
kegagalannya untuk memenuhi kewajiban hukum.*Teari yang digunakan
sebagai dasar tanggung jawab korporasi yaitu :

1. Teori Vicarious Liability adalah teor atau doktrin dimana ada
hubungan antara atasan dan bawahan atau majikan dan buruh
berlaku qui facit per alium facit per se, yang artinya bahwa
seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendir
yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam perbuatan perdata,
seorang pemberi kerja bertanggung jawab atas kesalahan yang
dilakukan oleh bawahannya sepanjang hal itu terjadi dalam
lingkungan kerjanya.”

2. Teon Identification adalah teori atau doktrin yang menyatakan
bahwa perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara
langsung lewat orang yang sangat berhubungan erat dengan
perusahaan dan mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena
itu pertanggungjawaba perusahaan tidak bersifat pertanggung-

jawaban pribadi.*

* Muladi, Penerapan Perianggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana,
STHB, Bandung, 2015, h. 2.

" Ibid., hal. 16.

o Dwijaya Privatno, Kebjakan Legislasi tentang Sistem Peranggungjawaban
Pidana Korporas! di indonasia, CV Utomo, Bandung, 2004, hal. 89,
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3. Teori Strict Liability adalah teori  atau  doktrin bahwa
pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku
tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan
adanya kesalahan pada pelakunya. Dalam teori ini dititik beratkan
kepada unsur penyebab daripada kesalahan, jika perbuatan
tersebut menimbulkan kerugian terhadap orang lain, dia diwajibkan
untuk memberi kompensasi tanpa melihat ada atau tidaknya unsur
kesalahan dari pelaku.™

D. Virus Corona ( Covid-19)

Penyakit virus corona adalah penyakit infeksi yang disebabkan cleh
virus corona. Seluruh dunia sedang dilanda bencana kesehatan yang
melumpuhkan dunia kesehatan dan ekonomi diakibatkan ocleh penyakit ini,
vang disebut dengan penyakit COVID-18 (coronavirus disease 2019) oleh
WHO (World Health Organisation). Sedangkan virusnya dinamai SARS-
Cov-2.%

Corona dalam bahasa Inggris “crown”™ artinya mahkota. Sebutan ini
diambil dari struktur dinding virus yang memiliki duri atau “spike” yang
mengeliling! sel, sehingga berbentuk mirp mahkota. Virus corona, baik
SARS, MERS atau SARS CoV-2 pada dasarmya adalah virus zoonotik,
artinya dalam kondisi normal terdapat pada hewan. Dengan

kemampuannya bermutasi (merubah komposisi DNA dan sifat), akhirnya

* thid., hal. 101.
“) Dasdo Antonius Sinaga.2020. Virus Corona: Hal-hal apa yvang peru diketahui. Ketua
Ferhimpunan Dokter Kardiovaskular se-Indonesia (PERKI) cabang Riau-Pekanbaru.
Hal.
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dapat menginfeksi sel manusia. Khusus untuk SARS-CoV-2, berdasarkan
hasil analisis genetika, para ahli menyatakan bahwa virus ini berasal dari
mutasi virus yang ditemukan di kelelawar di Cina bagian selatan, tepatnya
di kota Wuhan *'

Wabah infeksi corona yang saat ini terjadi bermula disana. Awalnya
pada akhir Desember 2019 ada sejumlah orang yang mengalami infeksi
paru-paru (pneumcnia), yang dilaporkan sebagai pneumonia atipikal.
Atipikal artinya tidak serupa dengan yang pernah ada sebelumnya, karena
perburukan kondisi pasien sangatlah progresif hingga menyebabkan
kematian. Yang terjadi berikutnya adalah seperti yang tercatat dalam
sejarah hingga saat ini, yaitu penyebaran yang sangat cepat dari Covid-19
ke lebih dari 120 negara, menjangkit lebih 3,3 juta orang, dengan
kematian lebih dari 240.000 orang (8%) hingga tulisan ini dibuat.**

Virus corona menyebar melalui droplet atau cairan dari mulut dan
hidung saat berbicara, batuk atau bersin; dan masuk ke dalam tubuh
melalui mata, hidung, atau mulut. SARS-CoV-2 bisa hidup pada
permukaan benda mati hingga berjam-jam (8-16 jam, tergantung jenis
material). Oleh sebab itu, penyebaran infeksi bisa pula terjadi saat
menyentuh meja, gagang pintu, piring, yang sudah dilekati virus **

Protein pada mahkota dinding sel SARS-CoV-2 (spike protein) bisa
berikatan dengan reseptor dinding sel manusia. lkatan protein dan

reseptor ini akan membuka jalan masuk buat virus untuk menginvasi. Di

* | bid,
“ Ihidt
“ |bid. Hal.3
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dalam sel manusia, virus corona akan bereplikasi dan memperbanyak diri.
Setelah jumlahnya bertambah, virus ini akan keluar dari sel, dan
menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah.

Secara alamiah, tubuh akan melakukan perlawanan dengan
mengakifkan sistemn kekebalan tubuh, yang pertama disebut respon non-
spesifik, dengan sel makrofag, netrofil, dan sel dentritik yang
memperlambat pertumbuhan wirus; pada beberapa pasien, mencegah
timbulnya gejala penyakit. Kedua, respon adaptif tubuh dengan cara
membentuk antibodi yang secara spesifik bisa berikatan dan membunuh
virus. Antibodi adalah protein yang disebut imunoglobulin.

Jenis respon kekebalan tubuh yang ketiga adalah imunitas selular
dengan membentuk sel-T. Sel-T bisa mengenali sel yang sudah terinfeksi
virug, menghancurkannya bersamaan dengan selurub virus d dalamnya.
Gabungan ketiga respon kekebalan ini mencegah progresivitas penyakit,
sehingga gejala yang timbul tidak menjadi berat, dan mencegah infeksi
ulangan oleh virus yang sama.

Gejala paling umum Covid-19 adalah demam, batuk kering, dan
badan lemas. Keluhan lain yang dialami pasien antara lain sesak nafas,
sakit tenggorokan,pilek, nafsu makan berkurang, diare, hingga
berkurangnya sensasi penciuman dan perasa. Gejala akan timbul 4-14
hari setelah virus masuk ke dalam tubuh lewat mata hidung atau mulut.

Masa ini disebut masa inkubasi. Selama masa inkubasi, pasien tidak

* lhia
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bergejala. Karakter SARS-CoV-2 yvang sangat berbahaya dibandingkan
virus corona lainnya adalah SARS-CoV-2 dapat menular bahkan sebelum
gejala dirasakan. Kelompok orang ini dikategorikan Orang Tanpa Gejala
(OTG) oleh Gugus Tugas Covid-19 pemerintah Indonesia.
E. Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan
Perlindungan hukum di Indonesia terdiri dar perindungan hukum
preventif dan perlindungan hukum represif
a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum
yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sehingga dalam
upaya yang dilakukan lebih difokuskan untu meminimalisir terjadinya
masalah. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintab yang
bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya sebuah pelanggaran.
Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud
untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu
atau batasan-batasan dalam pelaksanaan suatu kewajiban.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67
tahun 2019 tlentang Pengelolaan Tenaga Kesehalan Pasal 88
menyebutkan perlindungan hukum preventif dalam menjamin adanya
kepastian hukum terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan
keprofesiannya serta memilki kebebasan dalam menjalankan praktik

keprofesiannya.

** |bid. Hal.4
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Bentuk Perdindungan hukum preventif dalam pelayanan
kesehatan:*®

1. Undang = Undang Dasar Rl 1945

Alinea keempat berbunyi "Kemudian dari pada itu untuk
membentuk suatu  Pemerintah  Megara Indonesia uang
melindungl segenap bangsa Indonesia”, sampai saat ini orang
berftumpu pada kata “segenap bangsa” sehingga dijalankan
sebagal asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia.
Akan tetapi kata “melindungi” didalamnya terkandung pula asas
perlindungan hukum pada segenap bangsa yaitu terhadap
segenap bangsa tanpa kecuali. Dasar hukum lainnya pada
Pasal 27 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang
menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak terhadap kemanusiaan”.
Kata "penghidupan yang layak” dapat bermakna termasuk
sebuah pelayanan kesehatan yang bermutu. Sehingga jelas
bahwa dasar di atas merupakan sebagai pedoman dalam
pembuatan kebijakan yang mengatur, memenuhi dan
melindungi aktivitas pelayanan kesehatan yang baik.
2. Undang - Undang Mo. 36 Tahun 2008 Tentang Kesehatan

Merupakan "payung hukum® yang tertuju pada tanggung

jJawab pemerintah pusat dan kemudian menentukan apa yang

“ Hetty Panggabean, Pedindungan Hukum Prakiik Kinik Kebidanan, Deepublish,
Yogayakarta, 2018, hal. 65,
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diharapkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ketentuan
yang berkaitan dengan perlindungan terhadap tenaga
kesehatan terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:
“Tenaga Kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas yang sesuai
dengan profesinya”. (2) Tenaga kesehatan dalam
melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk mengembangkan
dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
(3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam
peraturan pemerintah. Selanjutnya penjelasan dari Pasal 27 di
atas tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan
hukum apabila pasien sebagai konsumen kesehatan
menuduh/merugikan tenaga kesehatan dimana tenaga
kesehatan sudah melakukan tugas sesuai dengan keahliannya
serfta  kewajiban  mengembangkan dan  meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan agar tenaga kesehatan yang
bersangkutan dapat memberikan pelayanan yang bermutu
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
3. Undang-Undang MNomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah
Sakit
Ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini berkaitan

berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan serta tanggung
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jawab tenaga kesehatan terhadap rumah sakit. Pasal 29 (ayat 1
poin s) yang berbunyi “Setiap rumah sakit mempunyai
kewajiban melndungi dan memberikan bantuan  hukum
terhadap semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan
tugas dan Rumah sakit harus memberkan perlindungan dan
kepastian hukum terhadap seluruh tenaga kesehatan yang
memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit melalui
pembentukan berbagal perangkat aturan di rumah sakit meliputi
peraturan internal staf medis, standar operasional prosedur dan
berbagai pedoman pelayanan kesehatan serta peyediaan
sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang
medikolegal.
4. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek
Kedokteran

Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan
perlindungan terhadap tenaga kesehatan dalarm
menyelenggarakan prakiik kedokteran. Hak dan kewajiban
dokler diatur dalam pasal 50 dan pasal 51. Yang dimaksud
dengan standar profesi merupakan batasan kemampuan
(knowledge, skill dan profesional attitude}) minimal yang harus
dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan
profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat

oleh organisasi profesi sedangkan yang dimaksud dengan
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standar operasional prosedur merupakan suat perangkat
intruksifangkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan
suatu proses kerja rutin tertentu.

5. Undang — Undang Mo. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga

Kesehatan
Undang-undang ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat akan tenaga kesehatan, mendayagunakan tenaga
kesehatan sesual kebutuhan masyarakat dalam menerima
sebuah penyelenggaraan terhadap kesehatan,
mempertahankan dan meningkatkan mutu pada
penyelenggaraan upaya kesehatan yang diberikan oleh tenaga
kesehatan dan memberikan sebuah kepastian hukum kepada
masyarakat dan tenaga kesehatan.

1) Pasal 3 Point e bertujuan untuk memberikan kepastian
hukum kepada masyarakat dan tenaga kesehatan.”

2) Pasal 4 Point a dan ¢, pemerintah dan pemerintah
daerah bertanggung jawab terhadap pengaturan,
pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu tenaga
kesehatan, perlindungan kepada tenaga kesehatan
dalam menjalankan praktik.

3) Pasal 27 ayat (2) "Tenaga Kesehatan yang bertugas di
daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan serta daerah

bermasalah kesehatan memperoleh hak kenaikan
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4

a)

&)

pangkat istimewa dan perindungan dalam pelaksanaan
tugas.”

Pasal 57 Point a, d dan f “ Tenaga Kesehatan dalam
menjalankan praktik berhak; a. Memperoleh perlindungan
hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai Standar
Profesi, b. Standar Pelayanan Profesi dan Standar
Prosedur Operasional, c. Memperoleh perlindungan atas
keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai
dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan,
serta nilai-nilai agama; d. Menolak keinginan penerima
pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan
dengan standar profesi, standar pelayanan profesi dan
standar prosedur operasional atau ketentuan perundang-
undangan; dan

Pasal 75, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik
berhak mendapatkan pedindungan hukum sesuai dengan
ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 80 "Pemerintah dan Pemerintah Daerah
melakukan Pembinaan dan Pengawasan kepada Tenaga
Kesehatan dengan melibatkan Konsil masing-masing
Tenaga HKesehatan dan Organisasi Profesi sesuai

kewenangannya.
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7) Pasal 81 ayatl 1 poin ¢ “(1) Pembinaan serta Pengawasan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 diarahkan untuk
memberikan  sebuah kepastian  hukum  terhadap
masyarakat dan tenaga kesehatan.

F. Tinjauan Umum Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan
dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau
keterampilan melalui pendidikan d bidang kesehatan yang untuk jenis
tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan
menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
pasal 1 ayat 1.%

Menurut Undang-Undang No.36 tahun 2014, tenaga di bidang
kesehatan terdiri atas tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan.
Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum diploma tiga,
kecuali tenaga medis dan asisten tenaga kesehatan harus memiliki
kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan.

Didalam menjalankan tugasnya tenaga kesehatan ditujukan pada
kode etik, standar pelayanan medik, sistem rekam medik, sarana dan
teknologi pengobatan dan peralatan. Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang.
Mo.36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa “pelaksanaan

pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu

‘" |ndar, Konsep dan Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan Masyarakat, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 2013, hal 232,
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keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang
mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.*
G. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tenaga Kesehatan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting
dalam operasional rumah sakit untuk memastikan kesejahteraan tenaga
kesehatan (nakes) serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien.
K3 bertujuan untuk melindungi nakes dari berbagai risiko kerja yang bisa
membahayakan kesehatan fisik dan mental mereka.

Risiko kerja tenaga kesehatan seperi ;

1) Infeksi dan Penyakit Menular seperti terpapar virus dan bakteri,
termasuk COVID-19.

2) Bahaya Kimia. Paparan bahan kimia dari obat-obatan dan desinfektan

3) Bahaya Fisik. Cedera akibat penggunaan peralatan medis atau kontak
dengan pasien agresif.

4) Stress Kerja. Beban kerja berlebihan, kerja shift malam, dan kondisi
kerja darurat yang konstan.

Adapun prosedur dan protokol keselamatan tenaga kesehatan yaitu :

1) Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), Masker, sarung tangan,
pelindung mata, dan pakaian pelindung untuk mengurangi risiko
infeksi.

2) Higiene dan Sanitasi, Cuci tangan rutin, penggunaan antiseptik,

dan sterilisasi peralatan medis.

“ Mamik, Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Kebidanan, Zifatama Jawara,
Sidoano, 2014, hal. 298,
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3) Pelatihan Rutin. Pelatihan tentang K3, penanganan darurat, dan
prosedur isolasi.
4) Pemeriksaan Kesehatan Berkala. Monitoring kesehatan nakes
secara rutin untuk mendeteksi dini potensi penyakit.
Sedangkan untuk melakukan pencegahan risiko dilakukan dalam
beberapa langah manajemen yaitu
1) Manajemen Lingkungan Kerja. Desain ruangan yang aman,
ventilasi yang baik, dan kebersihan lingkungan kerja.
2) Sistem Manajemen Risiko. |dentifikasi, evaluasi, dan kontrol
risiko kerja secara kontinyu.
3) Dukungan Psikososial seperti konseling, dukungan psikologis,
dan program kesejahteraan mental bagi nakes
Implementasi K3 yang efektif tidak hanya melindungi tenaga
kesehatan tetapi juga memastikan pelayanan vang optimal bag pasien.
Upaya berkelanjutan dalam meningkatkan prosedur K3 harus menjadi

priaritas setiap institusi kesehatan.
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kesehatan (APD)
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Teori Hak Asasi Manusia [Tem Tanggung  Jawab

Teor Perlindungan Hukum hukum

Terwujudnya Perlindungan Hukum Bagi
Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi
Covid-19 Menurut Undang-
Undang Kesehatan.
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. Defenisi Operasional

1. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan
pemernntah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada
kepada masyarakat, dalam hal ini khususnya tenaga kesehatan.

2. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan din
dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk
|enis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya
kesehatan.

3. Masa pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke
berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang.

4. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh wvirus
SARS-CoV-2.

5. Wabah adalah peningkatan kejadian penyakit secara mendadak
ketika jumlah kasus melebihi prediksi normal untuk suatu lokasi
atau periode waktu tertentu.

6. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang
Maha Esa dan merupakan anugerah-NMya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi. dan dilindungi oleh Megara, hukum, Pemerintah,
dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan

martabat manusia.
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7. Tanggung jawab hukum adalah kewajiban memberikan jawaban
yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan
kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang
mungkin ditimbulkan.

8. Pelayanan medis adalah serangkaian kegiatan yang diberikan
kepada pasien sesua standar pelayanan medis yang telah
ditentukan dan biasanya pada pelayanan tersebut digunakan
sumber daya serta fasilitas yang optimal.

9. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan
upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan |asmani
maupun rohani tenaga kerja.

10. Alat pelindung diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan
untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian

atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.
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